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BUPATI SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 
 

NOMOR  54  TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2014 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

   
BUPATI SEMARANG, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan  ketentuan Pasal 300 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 9   
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 
serta sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban dan 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra 

Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355 ); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5219);  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272 ); 

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44 
Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 21); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 5); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2014 Nomor 1); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2014 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2014  Nomor 13); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 
2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 
Nomor  8); 

34. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima 
Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
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Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 (Berita 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 56); 

35. Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2014 Nomor 77); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
                                  
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN   DAN  BELANJA  DAERAH  KABUPATEN  
SEMARANG  TAHUN  ANGGARAN 2014. 

 
 

BAB I  
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah 
Kabupaten Semarang. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ 
Pengguna Barang. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 

10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 

11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan 
/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
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BAB II 

 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 

 
Pasal 2 

 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 terdiri dari : 
a. ringkasan laporan realisasi anggaran ; dan 
b. penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 
Pasal 3 

 
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri atas : 

a. pendapatan daerah : 

1. Pendapatan asli daerah Rp.   248.213.019.938,00 

2. Dana perimbangan Rp.   955.995.669.272,00 

3. Lain-lain pendapatan yang sah Rp.   324.790.778.946,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 1.528.999.468.156,00  

b. belanja daerah : 

1. Belanja tidak langsung : 

a) belanja pegawai Rp.  780.567.690.951,00 

b) belanja bunga Rp.       2.040.112,00 

c) belanja subsidi Rp.            0,00 

d) belanja hibah Rp.  13.977.043.420,00 

e) belanja bantuan sosial Rp.  7.161.792.500,00 

f) belanja bagi hasil Rp.  172.225.000,00 

g) belanja bantuan keuangan Rp.  53.620.412.757,02 

h) belanja tidak terduga Rp.      497.295.750,00 

  Rp. 855.998.500.490,02 

2. Belanja langsung : 

a) belanja pegawai Rp. 22.607.320.360,00 

b) belanja barang dan jasa Rp.  354.444.084.222,23 
c) belanja modal Rp.  272.265.415.043,00  

 Rp. 649.316.819.625,23  
 
Jumlah Belanja Rp. 1.505.315.320.115,25 

 
Surplus / (Defisit) Rp. 23.684.148.040,75 

c. pembiayaan : 
1. Penerimaan  Rp.  152.542.418.070,16    
2. Pengeluaran Rp.    9.235.903.364,00 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 143.306.514.706,16 
 

 Sisa Lebih Pembiayaan   
 Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 166.990.662.746,91 

 
Pasal 4 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari : 
a. Lampiran I  : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran.  
b. Lampiran II : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 
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BAB III 
 

KETENTUAN  PENUTUP 
 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 
 
 
 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 23 – 07 – 2015  
 
BUPATI SEMARANG, 
 

CAP TTD 
 

MUNDJIRIN 
 
 
 
Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 23-07-2015 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG 

 
CAP TTD 

 
GUNAWAN WIBISONO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR  54 
 
 

Diperbanyak 
Sesuai dengan aslinya 

 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
 

CAP TTD 
 
 

    SUKATON PURTOMO PRIYATMO 
 


